PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggd@s, Derlu
dilakukan perhitungan terhadap Anggaran PendapktarBelanja
Daerah Tahun Anggaran 2004;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf alu pe
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungangafang

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembamtuk

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daeramelsia
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-UndamgoN 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomdahén
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daeraérdh
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkun@serah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengamarKulon
Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurl M&mor
101);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiBian
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah885
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor
3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang NdrAoFahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nombatiih 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negauliik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabagan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inden€ahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yelad)
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200€artgn
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968tang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NeBapublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembkegara
Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bealétem Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repuftdi@nkesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasi Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noit®
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&fait)3

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik nasia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara bRlkepu
Indonesia Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuahNgmara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No#i
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s)4

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susulamn
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewarwdaian
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Peraraliakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@3 20omor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNdB1.0);



9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peribandan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0d Rdmor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB3tis)4

10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pessaik
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negarab@ram
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PetaBan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@4 20omor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesmaoNd437);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahralbae
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NMofi5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nodi@f)4

13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangpt&Ean
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 18,dan 15
dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dvdjgimur/
Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentamgb&ggan
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antaraf&ah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia meQ00
Nomor 36);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentaagaD
Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiauTd@000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelariéomor
4021) yang telah diubah dengan Peraturan PemerMtahor 84
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan PeamefNomor
104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaregari
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Néh&®);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentamgefolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembarayar&e
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahamdaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentangnfan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@® 20omor
204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmadld024);



18.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentaatg Tara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran NegepabiRk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaragarfd
Republik Indonesia Nomor 4027);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentsedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ifaeam
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, bEdran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentamgb&gian
Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang PribatinD&egeri
dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintsht Rlan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nd&th8y
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentajak Bxerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 NMofrid,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8)4

22.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibRs
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@i 20omor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNd139);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentardud(g&an
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dedexwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonealaum 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor
4416);

24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2@f#ang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Peagawas
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaraiapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keu@ragaah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan damd@Blaerah;

25.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1lum&001
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daeramiiamn
Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 q&Q02
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 20@QD05
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);



27.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 q&Q02
tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 5 200
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

28.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 7&Q02
tentang Rencana Stratejik Daerah Tahun 2001 — ZDembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 q&004
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeramTahggaran
2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Segafp telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten KulonoRxagnor 3
Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran PendapataBelanja
Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Talf2004
Nomor 5 Seri A);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 A&Q05
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan PimpiaanAnggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran DaeraluiaR005
Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2004.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.



Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daekmgai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selgajdisingkat APBD adalah

suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang daetapérdasarkan Peraturan

Daerah tentang APBD.

BAB Il

PERHITUNGAN
Pasal 2

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut

a.
b.

Pendapatan Rp. 296.569.116.854,58

Belanja Rp. 311.299.867.330,10

Surplus/Defisit Rp. 14.730.750.475,52

Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 42.058.642.599,29

2. Pengeluaran Rp. 27.327.892.123,77

Surplus/Defisit Rp. 14.730.750.475,52

Sisa Perhitungan Tahun Berjalan Rp. 13.406.99496
Pasal 3

(1) Selisin Anggaran dengan realisasi Pendapatan sdiragaut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. BEB9R47,02

b. Realisasi Rp. 296.569.116.854,58

Selisih lebih Rp. 982.877.607,56
(2) Selisin Anggaran dengan realisasi Belanja sebasgaiui :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 322 86661,31

b. Realisasi Rp. 311.299.867.330,10

Selisih kurang Rp. 11.366.223.231,21
(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pgadnasebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan Rp. 41.501.362%14,

b. Realisasi Rp. 42.058.642.599,29

Selisih lebih Rp. 557.281.085,00



(4) Selisinh Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Rgadm sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan Rp. 14.421.510@00,

b. Realisasi Rp. 27.327.892.123,77

Selisih lebih Rp. 12.906.381.923,77
Pasal 4

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi APBD dimaksudlPasposisi keuangan pada
tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkamdskraca Daerah adalah :

a. Jumlah Aktiva Rp. 630.059.609.705,27
b. Jumlah Utang Rp. 2.817.124.538,14
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 627.242.485.167,13

(2) Berdasarkan Perhitungan Realisasi APBD dimaksudlRassaldo Kas Daerah pada
tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkatamdaaporan Aliran Kas

adalah :

a. Saldo Kas per 1 Januari 2004 Rp. 11.487.2628

b. Jumlah Penerimaan Kas Rp. 327.140.596.562,58
c. Jumlah Pengeluaran Kas Rp. 325.220.764.812,90
d. Saldo Kas per 31 Desember 2004 Rp. 13.40690487

Pasal 5

Rincian Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 dimdk3asal 3 dan 4, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkanR&raturan Daerah ini, yang terdiri
dari :
A. Laporan Perhitungan APBD;
B. Nota Perhitungan APBD;
C. Laporan Aliran Kas; dan
D. Neraca Daerah.
BAB |l

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypetagngan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahufaten Progo.

Ditetapkan di Wates
padatanggal 19 Juni 2005
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

SUTITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI A



